GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR © 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG _
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan TN
masyarakat dari bahaya  mengkonsumsi  minuwman - ek
beralkohol, Pemerintah  Provinsi Kalimantan' Barat telah =~
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang -~ |
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kakmantan'{:': S
Barat, yang mengatur pengendahan peredaran mln‘umaﬁ R
beralkohol; ' B

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri'Dai&ﬁiNégém 'No:rridr..j_ ST
188.34-3601 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan . - .| .
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2. Tahun 2010
tentang Pengendalian Peredaran. Minuman | Beralkohel diveooo
Kalimantan Barat, Peraturan -Daerah- Nomor 2 ‘I‘ahun 2010’_'-j-'--.'_':-_ e
dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Presiden: =
Nomor 74 ‘Tahun 2013 tentang Pengendahan dan SEe
Pengawasan Minuman Beralkohol, e o

c. bahwa berdasarkan pertzmbangan sebagalmana dlmaksud"a
dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 =
Tahun 2010 dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuani-: S
peraturan pemndangwundangan :

d. bahwa berdasarkan pert::.mbangan sebaga;mana d1ma.ksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daemh;“--__-'
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendaham Peredararl
Minuman Beralkahol di Kalimantan Barat; = R e

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat ( ) Gndmg»Undang Dasar Negara Repubhk :. : :'_ _
Indonesia Tahun 1945; i




2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) ;

4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/
2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-
DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/ 2014
tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,
Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3601 Tahun

2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan
Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKY. A’T DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR KAIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN N
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN
BARAT. '




GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR © 5 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan keseha‘tzm g

masyarakat dari bahaya mengkonsumsi - minuman’

beralkohol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. telah .
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang ¥
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan

Barat, yang mengatur pengendalian peredaran mintiman |
beralkohol;

. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Neger1 Nomoz" B |

188.34-3601 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2010~ o

tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di

Kalimantan Barat, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 = -

dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Presiden
Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalzan dzm =
Pengawasan Minuman Beralkohaol;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiid.

dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Daerah -Nomor 2

Tahun 2010 dengan Peraturan Daerah sésuai ketentuan_ o

peraturan pei'undang~undaz1gan

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d1maksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah _
Nomor 2 Tahun 2010. tentang Pengendalian Peredaran o
Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat;

. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Rep‘ubhk' :

Indonesia Tahun 1945;




2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ' tentsng .

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan

Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Leﬁjﬁé.fén
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 ‘Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor ..

1106;

3. Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 t’entemg
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah: beberapa -
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang’ Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintalian Daerah’ (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor .58, :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor'
5679) ;

4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun - 201.3 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol '

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M- DAG/PER/ 4/ o ' 
2014 tentang  Pengendalian dan - Pengawasan Terhadap. . =
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan ‘Minuman Beralkohol;

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan- terakmr'.

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M:- = . . =
DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan =~ .~
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/. 2014 ..
tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Cannd

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188. 34: 3601 ’I‘ahun'; PR
2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi .
Kalimantan Barat Nomor 2 ~Tahun 2010 tentang =~
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohoi di: Kahmani:an ; e

Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARA’I‘

Menetapkan :

dan
GUBERNUR KAIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN"_ SRU
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN -
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN_;: o

BARAT.




Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian ‘Peredaran
Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah ‘Provinsi |
Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan . Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat.

0 ' Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

b

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, -
ttd o

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5~

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6/194/2017 =

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
P &

; i
§
i ;

SUHERMAN, SH.MH
PEMBINA
NIP. 19701110 200212 1 005




E - Pasal 1

¥

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Peredaran
Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi -

Kalimantan Barat Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -Pez_‘amrém :

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi -

Kalimantan Barat.

0 Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
p _

CORNELIS " -

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR5

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6/194/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
l/lgEPALA BIRO HUKUM,

& ¥
& & Fh £
é

& B -
é i "t
{ ; o

¢
H.MH
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SUHERMAN, ¢
PEMBINA

NIP. 19701110 200212 1 005




